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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1  Kesimpulan 

Selama era reformasi pelaksanaan fungsi representasi Partai Golkar belum 

optimal dan berjalan fluktuatif, sehingga belum mampu mendorong terwujudnya 

good governance.  Pada periode awal reformasi Partai Golkar mampu 

menjalankan fungsi representasinya dengan baik, sehingga banyak melahirkan 

kebijakan publik yang menjadi fondasi good governance. Namun pasca periode 

awal reformasi, Partai Golkar mengalami pelemahan dan cenderung pragmatis 

dan oligarkis. Namun demikian pada periode terakhir saat ini dinilai semakin 

membaik kembali, seiring dengan hadirnya berbagai kebijakan internal partai 

maupun kebijakan publik yang representatif.  

Adapun belum optimalnya fungsi representasi Partai Golkar secara umum 

diakibatkan karena Partai Golkar masih terjebak demokrasi elektoral, belum 

otonom, tidak terbebas dari oligarki dan korupsi, dan representasi Anggota DPR 

Fraksi Partai Golkar masih lemah. Sedangkan secara khusus diakibatkan karena 

belum memiliki lembaga khusus artikulasi, lembaga penelitian, pengkajian, dan 

perumusan kebijakan publik atau agregasi, dan belum optimal menjalankan 

mekanisme pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan publik yang 

demokratis dan kredibel. Namun demikian Partai Golkar diyakini memiliki 

kapasitas untuk memperkuat fungsi representasinya dan mampu mewujudkan 

good governance, karena Partai Golkar dinilai memiliki SDM handal, 

berpengalaman, struktur merata dan settle, serta masih konsisten dengan nilai-

nilai Keislaman, Kepancasilaan, dan Keindonesiaan. 

Selama era reformasi tata kelola fungsi rekrutmen Partai Golkar juga 

belum optimal karena secara umum mengalami fluktuasi dan cenderung 

mengalami pelemahan. Di awal reformasi Partai Golkar mampu menjalankan 

fungsi rekrutmen kekuasaan politik dengan baik sehingga mampu memenangkan 

pemilu legislatif tahun 2004. Pasca periode awal reformasi rekrutmen Partai 
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Golkar mengalami kemunduran dan pelemahan, sehingga perolehan kursinya 

semakin menurun. Namun demikian pada periode terakhir Partai Golkar dinilai 

mampu memperkuat fungsi rekrutmennya dengan hadirnya Golkar Institute. 

Adapun penyebab khusus belum optimalnya fungsi rekrutmen Partai 

Golkar diakibatkan karena rekrutmen belum sepenuhnya demokratis dan inklusif, 

belum optimal menjalankan mekanisme sertifikasi berbasis nilai-nilai PDLT, 

belum memberlakukan mekanisme fit and proper test, cenderung dinastik, 

oligarkis, pragmatis dan transaksional. Partai Golkar juga dinilai tidak luput 

melakukan pendekatan vote getter (pendulang suara), belum memberlakukan 

mekanisme dukungan publik dari civil society, belum memberlakukan uji 

akuntabilitas publik untuk mengukur tingkat kepercayaan dan kesukaaan publik 

dan uji elektabilitas kandidat untuk mengukur tingkat popularitas dan keterpilihan 

kandidat.  

Temuan model (Model Findings) tatakelola fungsi representasi yang 

menjadi gagasan dari penelitian ini adalah model “Rumah Aspirasi 

Fungsional”.  Rumah Aspirasi Fungsional merupakan model institusi tatakelola 

Representasi Partai Golkar yang Amanah yang mampu mendorong terwujudnya 

good governance.  Model Rumah Aspirasi Fungsional memiliki kriteria antara 

lain: memiliki visi dan misi kerakyatan dan kesejahteraan; terbuka, aspiratif dan 

responsif; konsen terhadap isu-isu publik; memiliki kekayaan ide dan terobosan 

kebijakan publik; menjalankan program yang mendekatkan dengan rakyat; dan 

memperkuat hubungan DPR dengan konstituen, DPR dengan struktur partai, serta 

partai dengan masyarakat. Rumah Aspirasi Fungsional menjalankan fungsi-fungsi 

representasi yaitu: Pertama, sebagai lembaga penyerapan dan pengelolaan aspirasi 

publik atau menjalankan fungsi artikulasi. Kedua, sebagai lembaga penelitian, 

pengkajian dan perumusan kebijakan publik atau menjalankan fungsi agregasi. 

Ketiga, menjadi Rumah Akuntabilitas Publik; dan keempat, menjadi Rumah 

Pemberdayaan Masyarakat. Rumah Aspirasi Fungsional secara institusional dapat 

diberlakukan di wilayah Partai, Fraksi, maupun individu Wakil Rakyat, baik 

secara formal-non formal maupun digital. 
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Lembaga Kaderisasi, Edukasi, dan Rekrutmen Partai Golkar menjadi 

temuan model (model findings) penelitian ini. Secara fungsional Lembaga ini 

menjalankan tiga fungsi utama rekrutmen politik yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain yaitu kaderisasi, edukasi, dan rekrutmen. Fungsi Kaderisasi dan Edukasi 

dijalankan berdasarkan investasi SDM, berjenjang, berkelanjutan dan terintegrasi, 

berbasis ideologi, terbuka, demokratis dan inklusif. Kaderisasi dilakukan dengan 

cara mengorganisir kaum millenial, tokoh mahasiswa, tokoh pemuda, dan tokoh 

pergerakan lainnya, serta menjalankan mekanisme pencarian bakat dengan 

memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan rekrutmen dijalankan oleh Lembaga 

ini dengan tujuan untuk merekrut calon-calon pemimpin bangsa yang terjamin 

integritas, kapasitas, dan kapabilitasnya. Sehingga rekrutmen dijalankan 

berdasarkan prinsip meritokrasi, demokratis dan inklusif, memberlakukan 

sertifikasi kelayakan dan kepatutan, memberlakukan mekanisme dukungan publik 

dari civil society dalam tahapan pencalonan, dan memberlakukan mekanisme uji 

akuntabilitas publik dan elektabilitas kandidat untuk menjamin kemenangan Partai 

Golkar. Dengan demikian Golkar Institute dapat diperkuat dan dikembangkan 

dengan menjalankan tiga fungsi kaderisasi, edukasi, dan rekrutmen secara 

terintegrasi. Bahkan Golkar Institute dapat dikembangkan menjadi Lembaga 

representasi sebagaimana model Rumah Aspirasi Fungsional.  

Secara teoritis, semua gagasan model tersebut dirumuskan dalam sebuah 

kerangka teori “good politicial party governance” atau “Tata Kelola Fungsi 

Representasi dan Rekrutmen Partai Politik yang Amanah” sebagai temuan teori 

(theoretical findings) dan novelty penelitian ini. Rumusan teori ini 

menggabungkan tiga teori yaitu, teori representasi (Bartolini dan Mair, 2001; 

Szymanek, 2015), teori rekrutmen (Pippa Norris, 2006), dan teori good 

governance (Ishiyama, 2015). Good Politicial Party Governance merumuskan 

tiga fungsi utama Partai Politik yaitu fungsi representasi, fungsi rekrutmen, dan 

fungsi mewujudkan good governance.  
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5.2  SARAN 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini terdapat catatan penting 

dalam bentuk saran penulis terkait bagaimana merekonstruksi tata kelola fungsi 

representasi dan rekrutmen Partai Golkar agar mampu mewujudkan good 

governance di era reformasi, antara lain: 

1. Partai Politik adalah organisasi milik publik bukan milik pribadi atau 

kelompok. Perlu ada revisi pasal 1 UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 

dengan mempertegas bahwa yang dimaksud Partai Politik adalah organisasi 

milik publik. Diksi “untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik 

anggota, masyarakat, bangsa dan negara” perlu dirubah menjadi “untuk 

memperjuangkan kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan anggota”. 

Sehingga Partai Politik bukan untuk mendahulukan kepentingan pribadi atau 

kelompok tetapi milik publik dan mendahulukan kepentingan negara, bangsa 

dan publik daripada kepentingan pribadi atau kelompok.  

2. Secara yuridis pragmatisme dan oligarki dalam rekrutmen kekuasaan 

diakibatkan karena ketidaktegasan Undang-undang Partai Politik dalam 

mengatur prinsip dan indikator rekrutmen yang demokratis. Sehingga 

diperlukan revisi pasal 29 ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 

2011 Tentang Partai Politik. Undang-Undang Partai Politik harus secara rigid 

dan rinci mengatur prinsip-prinsip dan indikator demokratis dan tidak 

menyerahkannya kepada AD ART dan mekanisme internal Partai Politik. 

Begitu pula Pragmatisme dan Oligarki dalam rekrutmen dan lemahnya fungsi 

representasi diakibatkan sistem pemilu proporsional terbuka. Sehingga perlu 

revisi Pasal 168, Pasal 420, Pasal 422, Pasal 426, atau penambahan pasal baru 

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Terlepas sistem pemilu 

terbuka maupun tertutup Undang-Undang Pemilu harus mencantumkan 

kandidasi secara rinci dan rigid untuk menghindari pragmatisme dan oligarki. 

3. Secara yuridis, oligarki dan pragmatisme Partai Politik dinilai diakibatkan oleh 

minimnya kehadiran dan kebijakan negara dalam pendanaan Partai Politik. 

Sehingga diperlukan dukungan dana Partai Politik yang memadai dari negara 
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dalam menjalankan fungsi representasi dan rekrutmen yang Amanah. Tata 

Kelola Partai Politik yang Amanah dapat menjamin Partai Politik terbebas dari 

rent seeking, oligarki, dan rekrutmen dengan pendekatan vote getter. Dengan 

demikian diperlukan revisi dan penambahan pasal yang memperkuat pasal 34 

dan 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahkan 

diperlukan Undang-Undang tersendiri yang mengatur secara terperinci dan 

rigid tentang keuangan atau dana Partai Politik.  

4. Secara pelembagaan model Rumah Aspirasi Fungsional perlu diterapkan di 

tataran Partai, Fraksi, maupun individu Wakil Rakyat, sehingga fungsi-fungsi 

representasi sebagaimana dirumuskan dalam penelitian ini dapat dikelola 

secara optimal. Demikian model Lembaga Kaderisasi, Edukasi, dan Rekrutmen 

Partai Golkar perlu diaplikasikan melalui pengembangan dan perluasan 

kelembagaan Golkar Institute. Sehingga prinsip-prinsip rekrutmen 

sebagaimana hasil penelitian ini dapat diberlakukan secara optimal.  

5. Penerapan model “Rumah Aspirasi Fungsional” dan “Lembaga kaderisasi, 

edukasi dan rekrutmen” perlu diperkuat secara yuridis, sehingga diperlukan 

revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang MD3 yang mengatur 

secara rigid dan terperinci pemberlakuan kedua model Lembaga tersebut. 

Disamping itu diperlukan aturan yang mengatur keterlibatan KPK dalam 

mengkonstruksi dan menjalankan kedua Lembaga tersebut. 

6. Secara akademik, Good political Party governance merupakan temuan teori 

(theoretical findings) yang secara teoritik merumuskan ilmu administrasi 

publik dari perspektif politik. Dimana perspektif ini amat sangat jarang 

dilakukan oleh para akademisi dan peneliti administrasi publik. Sehingga 

penelitian ini dapat menjadi pintu masuk pengembangan keilmuan administrasi 

publik dalam perspektif politik bagi para peneliti dan ilmuwan administrasi 

publik di Indonesia maupun internasional.  

7. Secara ilmiah belum ada penelitian yang membahas tentang model Lembaga 

Kaderisasi, Edukasi, dan Rekrutmen Partai Politik secara terintegrasi. sehingga 

selain dapat diaplikasikan di Partai Politik lain, model ini memerlukan 
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penelitian lanjutan dalam bentuk study experimental maupun bentuk penelitian 

lainnya di Partai Politik lain, tentunya dengan fokus yang sama terkait fungsi 

representasi dan rekrutmen.  

8. Penelitian disertasi ini belum sempurna, masih banyak fungsi dan aspek lain 

yang belum tergali dalam penelitian ini. Guna menyempurnakan penelitian ini 

diperlukan penelitian lanjutan oleh peneliti-peneliti berikutnya dengan fokus 

yang sama namun lokus yang berbeda di Partai Politik lainnya. Diperlukan 

juga penelitian lanjutan terkait semua aspek dan fungsi partai politik dengan 

lokus dan fokus yang beragam. 
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